Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN HARGA STANDAR
PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Harga Standar Penjualan

Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blitar;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa



2-
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5950);
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6721);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan
Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan
Mineral Bukan Logam dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Kepala Budan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun
2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1084);



Memperhatikan
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Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor
7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor
3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 66);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2012 Nomor 40/C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor
40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor
29/E);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022
Nomor 121/D);

Keputusan Gubernur Jawa  Timur Nomor
188/1003/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Provinsi Jawa Timur.



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA
STANDAR PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DI KABUPATEN BLITAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
25

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Blitar.

Bupati adalah Bupati Blitar.

Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur
utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya
bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa,
dan lain-lain.

Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu
jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak
bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun

lepas (loose).

BAB II
HARGA STANDAR PENJUALAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Harga Standar merupakan harga rata-rata Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang berlaku di lokasi
tambang dan dinyatakan dalam rupiah per ton
(Rp/ton) atau rupiah per meter kubik (Rp/mS3).

Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai acuan penghitungan besaran
pokok pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Daerah, dengan daftar harga sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 3
Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Batu Kapur;

o

Bentonit;

Feldspar;

il

Kaolin;
Ball Clay;
Clay;

Pasir Kuarsa;

5o o0

. Tanah Serap;
Batu gebal/Kali;
Tanah Liat;
Zeolit;

Pirofilit;

. Andesit;

i -

Onyx;

Pasir dan Kerikil;
Tras;

Silika; dan

Granit.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat
Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/609/409.06
/KPTS/2019 tentang Penetapan Harga Standar Penjualan
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blitar

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 aret 2023

BUPATI BLITAR,
ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 “aret 2c23

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 14/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

-~
INDAH KOMARIJATO ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN
PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DI KABUPATEN BLITAR

DAFTAR HARGA STANDAR
PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN BLITAR

HARGA STANDAR
JENIS KOMODITAS
NO PENJUALAN (Rp.) KBLI
TAMBANG
PER M3 PER TON

1 2 3 4 5

1. | BATU KAPUR 18.000 15.000 08102
2. | BENTONITE 22.000 24.000 08919
3. | FELDSPAR 12.600 10.500 08992
4. | KAOLIN 12.600 10.500 08105
5. | BALL CLAY 12.600 10.500 08105
6. | CLAY 12.600 10.500 08105
7. | PASIR KUARSA 33.600 16.000 08995
8. | TANAH SERAP 19.000 10.000 08105
9. | BATU GEBAL/KALI 25.500 15.000 08101
10. | TANAH LIAT 11.000 10.000 08105
11. | ZEOLIT 22.500 15.000 08999
12. | PIROFILIT 23.800 14.000 46641
13. | ANDESIT 18.000 15.000 08101




2.

HARGA STANDAR
JENIS KOMODITAS
NO PENJUALAN (Rp.) KBLI
TAMBANG
PER M3 PER TON
14. | ONYX 120.000 75.000 08101
15. | PASIR DAN KERIKIL 33.600 16.000 08103
16. | TRAS 23.800 14.000 08107
17. | SILIKA 28.800 16.000 08995
18. | GRANIT 27.500 15.000 08101

INDAH KOMARIJATO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

-~

ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 7 If pet 20:

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH






